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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Identifikasikan fakta mengenai aspek pendukung tercapainya  kesepakatan 

dalam keberlangsungan program tetap mampu terwujud pada para pelaksana 

kegiatan ditengah kebijakan refocussing. 

Pelaksana kegiatan dalam hal ini adalah guru teridentifikasi kesulitan 

dalam menjalankan program dikarenakan pengalihan anggaran, yang 

berakibat penurunan anggaran utamanya pada tiga kriteria yaitu belanja 

barang, belanja modal maupun belanja pegawai. Belanja barang yang 

merupakan penunjang dalam upaya peningkatan kompetensi guru yang 

dalam hal ini merupakan outcome dari program pada peningkatan sumber 

daya tenaga pendidik.  

Pelaksanaan program tanpa disertai desain pelaksanaan akan 

menyulitkan saat menjalankan kinerja meskipun dalam penelitian ini 

kesepakatan dalam pelaksanaan program yang menjadi prioritas tetap 

mampu terbentuk menjadi hal penting dalam aspek Agreement of Purpuse. 

 

2. Analisa aspek kesepakatan seluruh stakeholder diwujudkan dalam sebuah 

komitmen berupa saling mendukung dalam melaksanakan keberlangsungan 

program. 

Aspek komitmen seluruh stakeholder dalam penelitian ini dapat terbentuk 

disaat keterbatasan anggaran, pemangku kebijakan berusaha memberikan 

dukungan dengan mendorong kerjasama dengan mitra baik internal ataupun 

ekternal agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik, dan guru selaku 

tenaga pendidik memberikan dukungan bersedia berlatih secara mandiri, 

bakan memakai dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan diri 

dengan memanfaatkan fasilitas daring ataupun pelatihan bebas biaya lainnya. 

Akan tetapi tidak meratanya akses pelatihan yang diterima, kejenuhan 

pelatihan online, kendala jarak yang memerlukan biaya transportasi serta 

perlu adanya penyesuaian jadwal mengajar agar anak didik tetap menerima 
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pembelajaran menjadi sebuah catatan peneliti dalam aspek komitmen.  

3. Analisis Langkah Seluruh Stakeholder dalam menggali potensi, kesempatan 

dan kemandirian dalam mewujudkan fleksibilitas anggaran. 

Temuan potensi, kesempatan dan kemandirian yang menjadi penentu 

aspek agile and adaptif dapat disimpulkan adanya kerja sama dengan pihak 

dari luar instansi yaitu adanya pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi, 

bantuan pembiayaan dari mitra dalam bentuk CSR, dan pemanfaatan 

narasumber ahli yang dapat memberikan pengetahuan yang dibutuhkan 

secara bebas biaya yang diperoleh. Sedangkan dari dalam instansi terdapat 

pelatihan balai diklat, tutor sebaya, kepala madrasah memberikan pelatihan 

dan optimalisasi fasilitas online ataupun offline dengan menggunakan fasilitas 

pembelajaran pada satuan Pendidikan. Temuan pada poin ini kemudian 

mendorong potensi terwujudnya Flesibiltias anggaran yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini. 

 
B.   SARAN 

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka 

saran yang sekiranya dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasikan fakta mengenai aspek pendukung tercapainya  kesepakatan 

dalam keberlangsungan program tetap mampu terwujud pada para pelaksana 

kegiatan ditengah kebijakan refocussing. 
 

Pentingnya para pemangku kebijakan dalam menyikapi instruksi pengalihan 

anggaran dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan prioritas sehingga 

tidak menggangu capaian kinerja, apabila harus dilakukan sangat penting 

pelaksanaan anggaran disertai sosialisasi kepada madrasah terkait langkah 

yang harus dilakukan dalam menghadapi dampak penurunan anggaran, 

menguatkan sinergitas yang didasari oleh kesepakatan seluruh stakehalder 

dalam pelaksanaan dan pengendalikan mutu. 

 

2. Analisa aspek kesepakatan seluruh stakeholder diwujudkan dalam sebuah 

komitmen berupa saling mendukung dalam melaksanakan keberlangsungan 

program. 

 

Inovasi berupa kerja sama dengan berbagai pihak baik secara internal 

maupun eksternal dapat menekan dampak negatif pengurangan anggaran. 
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Pemangku kebijakan dan guru bisa saling bekerja sama membentuk program 

yang didukung oleh pihak ketiga. Mulai dari pemanfaatan tutor sejawat, juga 

kerjasama dengan PTN dan sponsorship dapat memperluas jangkauan 

program pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa Mutual Commitmen Between 

The Parties sangat penting dalam menghadapi pengurangan anggaran dan 

mewujudkan fleksibilitas anggaran. Akan tetapi pelu dilakukan pemerataan 

infomrasi ataupun kesepakatan para pemangku kebijakan yang salah satunya 

adalah pengendalian mutu dengan cara adanya skema monitoring dari 

pimpinan satuan pendidikan dan setiap guru yang ditetapkan menjadi 

narasumber ahli diharuskan membuat modul yang berisi skema pelatihan 

serta program yang akan dilatihkan, sehingga mempermudah dalam evaluasi 

dan menumbuhkembangkan potensi guru yang akan menjadi tutor sebaya 

lainnya. Disamping itu untuk kabupaten kepualuan seribu sedapat mungkin 

dihindarkan dari penghematan terkait pelatihan dikarenakan daerah territorial 

yaitu kepulauan yang berbeda tingkat kesulitannya dengan wilayah Prov DKI 

Jakarta lainnya. 

3. Analisis Langkah Seluruh Stakeholder dalam menggali potensi, kesempatan 

dan kemandirian dalam mewujudkan fleksibilitas anggaran. 

 
Improvisasi pelas\ksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama 

perlu adanya sosiliasi yang lebih luas lagi. Pada awal tahun penting pada saat 

penyusunan perjanjian kinerja diwajibkan pemangku kebijakan 

mencantumkan tidak hanya program yang akan dilaksanakan akan tetapi 

dilengkapi dengan nama mitra yang akan menjalin kerja. Diharapkan 

sinergitas ini dapat menjaga keberlangsungan program meskipun 

keterbatasan anggaran terjadi. 

Perjanjian kinerja diikutib dengan Perjanjian Kerjasama dengan mitra yang 

menyajikan klausal kewajiban serta hak yang dilakukan oleh Pemangku 

kebijakan tingkat Provinsi secara selektif. Hal ini perlu agar satuan kerja baik 

itu tingkat kota ataupun satuan pendidikan mempunyai persamaan langkah 

dalam melaksanakan program prioritas mengedepankan peningkatan mutu 

selaras dengan visi misi Kementerian Agama. 
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